
Sasaran

Fase 1

Sasaran 

Antara

Pemprov/Pemda lokasi SKALA mengalokasikan anggaran untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif

Kapasitas fiskal Pemprov/Pemda lokasi SKALA meningkat (salah satunya) melalui pengelolaan TKD yang sesuai 
dengan sumber dan peruntukannya

12.10

Pemerintah pusat 

menjalankan peran 

koordinasi, 

pembinaan, dan 

pengawasan terkait 

implementasi TKD

12.9

Pemimpin di

Prov/Kab lokasi


SKALA menunjukkan

komitmen dan


menjalankan peran

koordinasi,


pembinaan, dan

pengendalian terkait


pengelolaan TKD

12.4
Pemprov/Pemda 
lokasi SKALA 
terpapar dan terlatih 
tentang kebijakan 
DAU, DAK, DBH, dan 
Dana Desa terbaru

12.2
Pemerintah pusat 
menerbitkan 
kebijakan tentang 
pengalokasian DAU, 
DAK, DBH, dan Dana 
Desa untuk 
pemenuhan layanan 
dasar inklusif

12.8
Pemprov/Pemda 
lokasi SKALA 
memanfaatkan hasil 
analisis belanja 
tahunan (pemanfaatan 
hasil kajian)

12.6
Pemerintah pusat 

menerbitkan 
kebijakan tentang 
sinergi pendanaan 
Pusat dan Daerah 
(melalui KEM-PPKF 
dan KUA-PPAS)

12.11 Pengelola TKD di Prov/Kab lokasi SKALA merencanakan pengalokasian anggaran (DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa) sesuai dengan 
sumber dan peruntukannya (penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif)

6.2.2.1. 

Fasilitasi teknis 
Penyampaian 
perkembangan 
tentang ebijakan TKD 

capaian, dan kendala 
Pengelolaan TKD 
Kepada Pemda

AC KU GO NB NT MA

4.2.4.1. 

Rekomendasi teknis distribusi 
alokasi anggaran TKD untuk 
pembiayaan penerapan dan 
pemenuhan SPM dan isu-isu 
strategis pembangunan lainnya

KU GO NB NT

4.2.1.2  

ASN ada unit kerja yang relevan 
terlatih dalam membuat 
perencanaan 

pemenuhan belanja wajib 
infrastruktur idaerah

AC KU NB NT MA

4.2.2.1 

ASN ada unit 
kerja yang 
relevan terlatih 

dalam 
merencanakan 
dan mengelola 
Dana Alokasi 

Khusus

4.2.3.1 

ASN ada unit 
kerja yang 
relevan terlatih 

dalam 
merencanakan 
dan mengelola 
Dana Bagi Hasil

1.2.2.3. 

Input teknis 
penyusunan 

kebijakan DAK 
Non Fisik bidang 

pendidikan dan 
kesehatan 
(stunting) 

yang mendukung 
pelayanan dasar

1.2.5.2 

Input teknis 
evaluasi 

kebijakan 
penyaluran 
TKD

4.1.7.2 ASN Pemerintah Daerah 
terlatih membuat perencanaan 
pemenuhan belanja wajib 
infrastruktur di daerah

KU

1.1.8.1 

Rekomendasi teknis 

tentang rancangan 

kebijakan tentang dana 

bagi hasil yang 
ditentukan 

penggunaannya 

(earmarked)

B1

1.1.2.4 

Rekomendasi 
rancangan 

PMK tentang tata 

cara pengalokasian 
transfer 

keuangan daerah 
(TKD) dan 

pendukungan 
pendanaan 

yang bersumber dari 

pemerintah

B1

1.2.2.1 

Fasilitasi teknis 

evaluasi pelaporan 

capaian hasil jangka 

pendek DAK Fisik C1

1.2.2.3. 

Input teknis 

penyusunan 
kebijakan 

DAK Non Fisik 
bidang 

pendidikan dan 

kesehatan 
(stunting) 

yang mendukung 

pelayanan dasar B1

1.1.7.6. 

Rekomendasi 

desain pelaporan 

capaian hasil jangka 

pendek (Immediate 

Outcome) DAK Fisik C1

1.2.5.2

Input teknis 
evaluasi 

kebijakan 
penyaluran TKD B1

4.1.6.1/2 

ASN Pemerintah 
Daerah pada 
unit kerja yang 

relevan terlatih 
dalam 
merencanakan 
dan mengelola 

TKD - DBH

4.1.5.1 

ASN Pemerintah 
Daerah pada 
unit kerja yang 

relevan terlatih 
dalam 
merencanakan 
dan mengelola 

TKD - DAK

4.2.1.1 

ASN ada unit kerja yang relevan terlatih 
dalam merencanakan dan mengelola 

DAU

4.1.3.1 

ASN 

Pemerintah Daerah 
pada unit kerja yang 
relevan terlatih 
dalam menghitung 
dan merencanakan 
DAU yang ditentukan 
penggunaannya 

(earmarking)

4.1.3.2 

ASN 

Pemerintah 
Daerah 

pada unit kerja 
yang relevan 
terlatih dalam 

merencanakan dan 

mengelola TKD - 
DAU

12.3

Pemerintah pusat melatih 

pemerintah daerah 

tentang kebijakan DAU, 

DAK, DBH, dan Dana Desa 

terbaru

12.1

Pemerintah pusat 
memanfaatkan hasil monev 
DAU, DAK, DBH, dan Dana 
Desa serta kajian tematik 
termutakhir sebagai basis 
penyusunan kebijakan 
pengalokasian DAU, DAK, 
DBH dan Dana Desa untuk 

pemenuhan layanan dasar 
inklusif

12.7

Pemprov/Pemda lokasi 

SKALA melakukan kajian 

belanja tahunan

12.5

Pemerintah pusat menyusun 

permodelan sinergi fiskal 

pusat-daerah untuk masing-

masing urusan dan tematik

1.1.7.1. 

Rekomendasi 

rancangan PMK 

tentang pengelolaan 

hibah kepada daerah

B1

1.1.7.2. 

Rekomendasi 

mekanisme DAK Fisik 
dan hibah daerah 
berdasarkan hasil 
kajian komparasi 

mekanisme DAK Fisik 
dan hibah daerah

1.1.4.1. 

Rekomendasi 

rancangan kebijakan 

dana alokasi umum 

yang ditentukan 

penggunaannya 

(earmarking)

B1

1.2.3.1 Input teknis 
kajian pemanfaatan 
DBH, di daerah 
dengan kategori 
DBH tinggi, dalam 
mendukung 
penyediaan layanan 
dasar C1

1.2.1.1. 

Input teknis 

penyusunan 
klasterisasi daerah 
sebagai masukan 

pada kebijakan 
DAU B1

1.2.1.2 Input teknis 

perbaikan kebijakan 
DAU Specific Grant 
dalam pemenuhan 
layanan dasar 

bidang pendidikan B1

1.2.1.3. 

Input teknis 

penyusunan 
pembagian 

proporsi alokasi 
DAU bidang 
pendidikan 

menengah sesuai 
dengan UU 
otonomi khusus 
Papua B1

1.2.3.2 
Rekomendasi 

teknis kebijakan 
dan 

alokasi penggunaan 
DBH 

Cukai Hasil 
Tembakau 

(CHT) dan Sawit 
untuk 

pemenuhan 
layanan dasar 

yang inklusif B1

1.2.4.3

Input teknis 

rancangan formula 

dana desa dengan 

metode earmark 
dan 

atau non earmark B1

1.2.4.1. 

Input teknis  

kajian pemanfaatan 

dana desa sebagai 

masukan dalam 

penyusunan 
kebijakan 

alokasi dana desa B1

1.2.2.4 

Input teknis 

penyusunan tata 
kelola mekanisme 
DAK Fisik dan 

Hibah bidang air 
minum dan sanitasi B1

1.2.2.6 

Input teknis 

penyusunan 
kebijakan 

tentang 
pengelolaan 

hibah kepada 
daerah B1

1.2.1.4. 

Rekomendasi 

teknis daftar 
kegiatan dan sub-
kegiatan yang 

mendukung 
pencapaian 

SPM bidang 
pendidikan, 

kesehatan, dan 
pekerjaan umum 
dalam rangka 
penentuan arah 

penggunaan DAU 
Specific Grant. B1

1.2.2.2

Input teknis 
penyusunan 
mekanisme tata kelola 
dan koordinasi 
pengelolaan DAK Fisik 
di daerah

1.7.1.4

Input teknis 

penyusunan 

desain 
klasterisasi 

wilayah dan 

strategi 

pemenuhan 

belanja wajib

B1

1.7.1.7

Input teknis penyusunan 

dokumen tentang desain arah 

kebijakan makro dan fiskal 
yang bersifat kewilayahan 
sebagai acuan bagi 
Pemerintah Daerah 

dalam penyusunan KUA PPAS

1.7.1.8

Input teknis 

implementasi 

kebijakan sinergi 

pendanaan pusat 

dan daerah 

B1

1.7.1.9

Input teknis 

penyusunan 

konsep indeks 

sinergi fiskal pusat 

dan daerah terkait 

layanan dasar

B1

1.1.2.5

Rekomendasi 
rancangan 

peraturan menteri 
keuangan 

tentang tata cara 
penilaian 

kesesuaian KUA 
PPAS

-KEM PPKF

B1

1.1.4.2

Rekomendasi 

rancangan desain 
dan 

metodologi Indeks 

Pelayanan Publik: 

Indeks Pendidikan, 

Kesehatan, 
Infrastruktur, 

dan Sosial 
Ekonomi

B1

1.2.2.4

Input teknis untuk draf 
keputusan menteri keuangan 
tentang sub-tagging atas 
belanja infrastruktur terkait 
dengan jenis dan fungsi 

belanja infrastruktur serta atas 
sub-kegiatan yang 
mengakomodasi inklusivitas 

B1
1.1.2.5

Laporan kajian kebutuhan 

infrastruktur di daerah dan 

strategi pemenuhannya

B1

1.1.2.6

Laporan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pemenuhan belanja 

wajib infrastruktur di daerah

B1

1.1.2.7

Kajian analisis 

pendapatan dan 

belanja daerah 
(studi PERA)

B1

4.2.4.2

Rekomendasi teknis untuk 
penyusunan laporan kajian 
belanja tahunan Pengeluaran dan 
Pendapatan Keuangan Publik 
(PERA)

AC KU GO NB NT MA PB PD PA PS

1.1.2.7 

Kajian analisis pendapatan dan 
belanja daerah (studi PERA)

1.2.5.4 

Input teknis penyusunan Grand 
Design Program Belajar TKD dan 
Tata Kelola Ekonomi Daerah 
bersama DJPK (BETTER w/ 
DJPK)

2025-2026 2024-2025 2023-2024

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

TAP 12 Transfer ke Daerah (TKD)


